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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

‘ \ PERATIRAN NAFRAIT KOTA METRO

NOMOR 18 TAHUXN 2000
TENTANG

RETRIBUST PEMERTESAAN ALAT PEMADAM KEBARKARAN

DENGA™S BAHMAT TUITAN YANG MAHA ESA

WALIKO 1A METRO,

?'-.-I:rl{inhung; a. babwa denpgan telah terbentuknva Kota Meitro sebagail Daerzh Olonom
; dalam penyelenggaraan THomommi Daegrah perlu memgatur punguian Daran
aghagai aumber Pendapalan Axli Daerab vang merupakan  salah sam

,,r' penunjang Pembanghnan aorait

. bohwa Alat Pemadam FKebakaran merupskan salab sau saomna pegunjang

kenyvamanan «an keamanan bagi masyamakat, oleh sebab 1 perlu

dilakeanakan pemeriksaan dan pongawasan;

e, hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksoad horud a dan b
sorta 2eanal dengan Pasal 82 aval {2 Undanp-ondang Nommor 22 Tahon
1999 dipamdang perlu membentuk Peramran Dacrah fentang Retribusi

Nemiriksaan Adal Pomadam Eebakaran;

Mengingat: 1. Undang-endang Nomor § Tahun 1981 wentmg TTukom Acara Didana
{Lembaran “egara Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara

Momor 3205,

2 Undang-undang ~omor 12 Tahun 1999 tentang Pembeniuban Kabuapaten
Dati 1 Way Kanan, Eabupaten Dati T Tampung Timur dan Kotamadya
‘ Dati T Metre (Tembaran Negara Lahun 1999 MNomor 46, Tambahan

I embaran Megara MNomor 3825);

3, Undiang-undang Nomor 22 Tahun 1999 rentang Pemeriniahan Dasrah
{Lembaran Negara Tahon 1999 Momor 600 Tambaban Tembaran Megana

Sonior 3R395;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahon 1999 fentang erimbangan Kouangan
anlara Pemerinizh Pusat dan [Jagrah (l.embaran Negara lahun 1999

Somor 72, Tambahan Lembaran MNegara Momor 3818y

8 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ionfang Pelaksanagn
N Lndgng-undany Nomor § Bahun 1987 tentang Tlukum Acars Pidini
{Tembaran Nepara Tahun 1983 Nemor 6, Tambahan | embaran Megara

Fomor 3258

& Peraturam Pemenintsh MNomer 25 ‘Fshun 2000 lsptang Kewenangom

Pemerintah dan  Kewenangan Propimst  sebagm  Daerah

(Lembaran Megara Tahwm 20080 Nomor 34, Tambabhan Tembaran Nepara

Winmr .?-95‘”1]-:
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Menetapkan:

T

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tchmik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan [lndang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintab dan Rancangan Keputusan Presiden;

Peraturan Menteni Dalam Negen Nomor 4 Tahun 1997 ientang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil & Lingkungan Pemenntah Daerah;

Keputusan Menien Kehakiman Nomor M.O4 PW 07.03 Tahun 1984
tentang Wewenang FPemyidik Pegawal Negen Sipil;

Dengan persetujuan

NEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

MEMUTLUSKAN -

PERATIURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG RETRIBIISI
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN,

BARI1
KETENTUAN LIMUM
Pasal 1

Dialam Peraturan Daerah im yvang dimaksud dengan ¢

A Daerah adalah Deerah Kota Metno.

b.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah
Otonom vang lain sebagai Badan Eksekutif Dacrah.

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Kota Metro,
Kepala Daersh adalah Walikota Metro.

Pejabat adalah Pegawai vamg diberi tugas terteniu di bidang Retnbusi
Daerah  scsuai dengan Peralwean Perundang-undangsn Daerah  vang
bethaku,

Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputt Perscroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negan atau
Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, fima,
kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sajenis, lembaga dama
pensiun, bentuk usaha tetap scrta bentuk badan usaha lainnya.

Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis vang di perpunakan umtuk

" mencegah dan memadambkan kebakaran.
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]ll.

Pemeriksaan atay pengujian alat pomadam kobakaran adalah tindakan dan aton pengujion
oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran sclalu dalam
keadaan dapat berfungsi déngan baik.

Retribusi Jasa T'mum adalah Retribusi alas jasa vang disedakan atau diberikan aleh
Pemerinttah  Dacrah untuk fwjuan kepentingan dan kemanfaalan umum serta dapat
dimkmati oleh orang pribadi atau badan;

Retribugi Pemeriksaan Alst Pemadam Kebakaran vang selanjutnya disingkat reinbus
adalah pembgyaran atas pelayanan dan atau pengujian pemeriksaan oleh Pemermiah
Daerah terhadap alat-alat peradam kebakaran vang dimiliki dan ataw dipergunakan clch
masvarakat,

Wajil Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai alat
pemadam kcbakaran yang menurut Peraturan Derundang-undangan Ratribusi diwajiblan
untuk melakukan pembavaran Retribusi,

. Masa Retribusi adalal suam jangka wakmu tortentu yang merupakan batas wakiu bags wajib

Ketribusi urtuk memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran,

_Sural Pendaftaran Ohyek Retribusi Nacrah (SPAORDY) adalah  surat yang dipergumakan

aleh Wajib Retribusi untuk melaporkim data obyek Retribusi schagai dasar perhitungan dan
pembayaran Refribusi vang terutang menurut Peraturan Perondang-undangan Retribusi
Dracrah.

Surat Ketetapan Retribugi Dacrah vang dapar disingkat SKED adalah surar hooputusan yang
menenmkan besamya jumiah retribusi vang terotang.

. Surat Ketetapan Remibusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) adalah suyat

keputusan vang meneniukan tambahan atas jumlah Retribusi vang telah ditctapkan.

Surat Koetetapan Keeribusi Dagrah Lebih Bavar vang selanjumya dizingkat SKRDLE adalah
sural keputusan yang mensntukan jumbsh kelshihan pembayaran Retribusi karena jumlah
kredil Rerribusi Icbih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharsnyva terutang.

. Sursl Tagihan Rebribusi Dasrah vang selanjuinya disingkal (STRDY) adelah sural umiuk

meclakukan tagihan Hetribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan stan denda.

Surat Feputuzan Keberatam adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRI,
SKRDKBT, SKRIVLE diajukan olch wajib Retribusi,

Pemeriksaan adalah adalah sevangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan
mengelah data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenihan
kewajiban Retribusi herdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

Penvidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah scranghaian lindakan yang
dilakukan olch Penvidik Pegawai Megeri Sipil vang selanjutnya disebut Penvidik, uniuk
mencari scrta mengumpulkan buktl, vang dengan buldi itu membuat terang tindak piduna di
tidang Rerribuai Nasrah yang terjadi sera menenmukan tersanghanya;

Kas Dacrah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Metno.



jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO 4

BAR I
MARA. ORIER AN SUBJEE RETRIBLSI
Puz=al 2

Dengan nama Hetribusi Pemeriksaan Alai Pemadam Kebakaran, dipumgut Retribusi sebagai
pembavaran atas pelayanan pemeriksaan dan atau penguilan Alal Pemadam Kebakaran,

Pasal 3
(1) Obyek Retribusi adalah pelavanan pemeriksaan dan atau penguiian oleh Pemerintah
Daeral terhadap alat-alar pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh
masyatakat di gedung-gedung untuk pelayanan wnum, industri, perdagangan dan gedung
bertingkat termasuk apartemen, kondominium dan rumah susun.

(2] Seliap Crang atau Pribadi alau Badan vang memiliki bangunan Cedung scperti dimaksud
aval (1), diwajibkan menvediakan fasilitas pemadam kebakaran.

. {3 Tidak termasuk obyck retribusi adalah pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran
i dimiliki dan afau dipergunakan vleh musyarakal di rumah tingesl kendaraan umum
atau pribadi dan pelayanan pemadam kebakaran nlch RPPE.

Pasal 4

{1} Subyek Retribusi adalah orang atay pribadi atau badan vang memperolsh pelavanan
pemerikssan dan atan pengmjian alat pemadam kebakaran,

(2)  Untuk apartemen, kondominium dan mumah susun, subyek retribust adalah pihak
pengelola.
BAB Il
CGROLONGAN RISTRIBLIS]
Pasal 3
. Relribusi pemeriksaan Alal Pemadam Kebakaran digolomgkan scbagai Retnbus Jasa Umum.
AN IV
CARA MENGUEUR TINGEKAT PENGGITNAAN JASA
Pasal 6

Tmgkat penggunaan jasa dibitung berdasarkan jenis dan jumlab alat pemadam kebakaran vang
dipariksa dan atau diji.
BAB W
PRINGIE DAN SASARAN DAL AM PENETAPAN TARIF
FPasal 7
Prinsip dan sasaram dalarn penslapan il rolribusi didasarkan pada tyjuan ."mluk maemulup
sebagian atan sama dengan hiava penyelenggaraan pelayanan yang meliputi biava penyediaan

peralatan, pemeriksaan/pengecekan, pengisian dan penvediaan racun api segcl, franspotlasi
dalam rangha pengawasan dan pengendalian serta biava operagional dan pemeliharaan.
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BAB VI
ATRUKTIM BESARNY A TARIF
Pasal 8

f1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.

() Strukmur dan besamya tadf ditetapakan sehagai berikut
a, Jeris busa, super busa dan sgjenisnya

- Tsi sampai dengan 25 liter sebesar Lo Rp. 3.000.-

= Isi lchih dag 25 ler sebesar ..o msisin eises Rp. 5.00d)-
b, Jends Dy Powder {serbuk) CO2, Halon dan ssjenistiva

- berat samapai dengan 6 Kg sebesar .o, Rp. 7.500.-

- herat lchil dard 6 Kg samapai dengan 20 Kg schesar ... Rp. 10.000.-

- berat lebih dari 20 kg sebesar ... Bp. 15.000.-
¢. Jemis Hyvdrat Sprinkler dan sejendsnva .

- Ukuran 1 e sebosar ..o Rp. 10.006.-

o) - Ukuran lebih dari 2 inc scbesar ............ Rp. 15.000.-
BAR VT
WILAY AH PUNGUT AN
Pasal ¥

Retribusi vang terutang dipungut di wilavah tempat pelayanan diberikan.
BAB VIl
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pagal 10
. Nlasa Retribusi adalah jangka wakiu yang lamanya 1 (satu) tahun.
Pasal 11
Saat Betribusi terutang adalah sast diterbitkannya SKRT.
BABTX
SUBRAl PENDAFTARAN
Pasal 12
{1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPACRD,

{2} SPAORD sebagaimana dimaksud avat (1) harus diisi dengan jelas. benar dan lengkap serla
ditandatangani oleb wajib Retribusi atau kuasa.

(3) Tenluk, isi, serla lala cara penyisian Jan penyampaion SPAORD schagamana dirmaksud
avat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
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BAB X
PERNETAPAN RETRIBUSI
Pasal 13

(1) Derdasarkan SPAORD sebapaimana dimaksud dajam pasal 12 avat (1) Peraturan Daerah
ini ditctapkan Retribusi terutang dengan menerbirkan SR,

(2) Apabila berdasarkan hasil pemenksaan dilemukan data bam dan atau dala vang semuola
belum terungkap vang menvebablkan penambahan jumlah Retribusi lerulang bertambah,
maka dikeluarkan SKRDEBT.

(3) Pentuk, isi, serta tata cata penerbitan dan penyvampaian SERD schagaimana dinaksud
pada avat (1) pasal ini ditstapkan oleh Kepala Dagrah.

BAR XI
.. TATA CARA TTMUNGUTAN
Pasal 14

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapal diboromghan,

{2y Retribusi dipungnt dengan menggunakan SKRD dan SKRDEBT.

BAB XII
SANEST ADMINISTRASI
Pagal 15
Dalam wakin Hetribusi tidak membavar (epal pada waktunya atau  kurang membayar,

dikenakan sanksi administrasi berupa bunmga schesar 2 % {dua persen) setiap bulan dan
Retribusi yang torutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan STRL,

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Fasal 16

{1} Remribusi vang terutang harus dilunasi sekalipps dimuka untuk 1 (salu) kali masa
Retribusi,

(2) Tata cara pembayarar, penyctoran, kempal pembayaran Retribusi diatur dengan Koputusan
Kepala Dacrah,

(3) Kepulusan sebagaimana dimakswd pada ayat (2) scbelum ditctapkan terfcbih dahulu
dimusy swarahkan dan disetujui DPEL.

Pasal 17

(1} Rancangan Kepumsan schagaimana dimaksud Pasal 16 avat (3) harus disampaikan kepada
DPRLY selambai-lambainya 1 (salu) bulan setelah Peraturan 12aerah ini diundangkan,
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{27 Batas waktu pembahasan sampai dengan persemjuan DIP'RD adalah 2 (dua) bulan scjak
Fuamuanuan Kepulusan Kepala Daerah diterome.

(X)) Apabila sampar balas wiklo sebazamns dunaksud ayal (27 belum ada Kopulusian dai
MPRT maka Rancangan Kepwusan dimaksud diangean disetujui oleh NPRTY,

BAB X1V
PATA CARA PENAGITAN
Iasal 18
(13 Penseluaran Swat 'TeguunPernmsalan/Sural kan vang sejenismya sebaga awal rndakan

pelaksanaan penagihan Retribusi dikcluarkan ssgera sctelah 7 (lujuh) har sgjak gatoh
tempo pernbay arEm,

(2) Dalam wakiu 7 (fejuls) had setelah tanggal swral leguranspermpatan/asrat Lin yang
wejenis, wajlb rerribwsl anus melunam reibusi vang woang.

.,
fad
e

Surii leguran schagaimana dimabswd pada aval (1) pasal mi dikebaoban olch popabal
vang dibn juk.

BAH XV

KEBERAT AN
Pasal 19

{1} Wayib Reuibusi dapat mengajuban keboratan hanya kepada beopala Ducruh atau poabat
vang ditenjuk atas SKRID. SKRDEHRT dan SERINR.

{2} Beheratan digjukan sceara terelis dalam babasa Indonesia dengan diserian alasan-alazan
vang jzlas,

(37 Dralarn hal wajib Reribusi mengajulkan keberatan atas keietapan Retribus: secara jabatan,
. Wajib Reiribusi harus dapal membukiikan ketidakbenaran ketetapan Feiibusi ersebul,

¢4} Keberatan harus diajukan dalam jangka waktn paling fama 2 (dua) bulan sejak tanggal
SKRD. SERDEBI dan SKRDIH diterbitkan, kecuali spabila wajib Retribusi torteniu
dapat menunjukkan bahwa janghka waktu it tidak dapat dipermhi Karena keoadaan diluar
kekuazanmya.

{33 Foeberatan vang tidak memenahi persviatan sebagaimana dimaksud avat (2) dan (3) pasal
ini tidak diangzap sehagai surat keheratan schingga tidak dipsriimbanglan

(6} Pengajusn kebevatan tidak menunda kewajiban membayar Remibust dan pelaksanaan
penagihan Hetribusi
Fasal 20

i1y Kepala Dacrah datam jongka wakw peling lama ¢ {eoam) bulan sejak angeal surat
Leberatan diterima hars memberi keputisan atas keheragan yang diajukan,
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(2} keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima selurubnva atau

schagian, menolak, atau menambah besamya Retribus: vang lerutang,

{3} Apabila jangka wakiu schagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Kepala Dacrah

(1)

(2)

(3

(4)

(3)

(5)

(1)

{2)

(3)

Ldak muemberikan sl kepulesan,  keberalsn yang  diajukan  lemebul  dumggap
dikabulkan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

Atas kelchihan pembavaran Rotribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Kepala daerab

Kepala Daerah dalam jangka walmu paling lama 6 (cnam) bulan scjak diterimanya
permohonan kelebihan pembavaran Retribusi sebagimana dimaksed ayat (1), hans
memberikan kepulusan,

Apabila jangka wakin sebagaimana  dimaksud ayal (2) telah lowat dan Kepala Daerah
tidak memberikan suatu keputusan, permohonan penpembalian kelebihan Retribusi
dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama |
{zata) bulan,

Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya kelcbihan Retribusi
sehapaimana dimaksul pada avat (1) langsung diperhimngkan untuk melunasi terlebih
dabwlu lwtang Hetribusi tersebut.

Pengombalisn kelcbihan pombayaran Retribusi schagiman dimaksud pada ayat (1)
dilaukan dalam jangka waktn 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDEB,

Apabila pengambilan kelebihan Retribusi dilakukan setclah lewal jangka wakin 2 {ddua)
bulan Kepala Daerah memberikan imbalan bunga scbesar 2 %o (dua persen) scbulan atas
heterlambalan pernbay sran kelenhan rolribusi.

Pasal 22

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secarn tertolis
kepada Kepala dacrah dengan sehurang-karangnya menyebutkan ;

a, Mama dan alamar wajib Retnbusi;

b. masa Eetibusi;

¢. besamya kelebihan pembayaran;

i alasim vang singkat dan jelas,

Permohonan pengambilan kelehihan pembayaran retribusi disampaikan sccara langsung
atau melalui pos tercatat,

Bukii penerimaan oleh Pyjabal Dacrah alau bukii ponginiman pos lercalal mrrupishan
bukti #aat permohonan dilerima oleh Kepala Daerah.



jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO U

Pasal 23

(1) Pengembalian kclchihan retibusi - dilakukan  dengan  menerbitkan  Surat  Perintah
Membayar Kelebihan Retrnhusa

(29 Apabila kelebihan pembayvaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya,
sebapaimana dimaksud dalwn pasal 21 ayat (1) Peraturan Dacrah imi, pembayaran
dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pernindahbukuan jupa berlaku schagai
bukti pembayaran,

BAB XV1l
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBLISI

Pasal 24

{13 Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan tagihan pembebasan retribusi,

{7} Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.

{3} Tata cara pengurangan, keringanan dan pembehasan retribust dilelapkan oleh Kepala
Dagrah,

Pasal 25
(17 Tak untuk mclakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaun jangka wakin 3
(tiga) tahun terhitung scjak ssal lerutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi
melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
(2] Kadaluarsa penagihan retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila
a. diterbatkan Surat | cguran. _
b. ada pengakuan utang Retibusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak
lanposumng.
BAR XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26
(1) Wajib Retribusi vang tdak melaksanakan kewajiban sehinpga moerugikan keuangzan

daerah diancam pidana kurungan paling lama & {enam) bulan atau denda paling banyak 4
{cmpat) kali jumlah retribust terutang.
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(2} Tindak pidana yang dimaksud pads avat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 27

Petugas Pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nvata-nvata merugikan
Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, akan diambil tindakan sesuai Peraturan Perundang-
urdangen yang berlaku,

BAR XIX
PENYIDIKAN

Pasal 28

(11 Pejabat Pegawal Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerinizh Dacrah diberi wewcnang
khusus schagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi
dacrah,

'. (2} Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat {1) adalah -

4.

hMenerima, mencari, mengumpulkan dan meneliu keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang retribusi duerah agar keterangan atau laporan terscbul
menjadi lebih lengkap dan jelas.

Meneliti, mencari, mengumpulkan Keferangan Mengendr drang pribadi atau badan
lentang kebenaran perbuatan vang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di
hidang Retribusi Dacrah tersebut.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari vrang pribadi wtau badan schubungan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

Memeriksa buku-buku. catatan-catatan berkennan dengan tindak pidana ¢ bidang
Retribusi Dacrsh,

Melakukan penggeledaban untuk mendapatkan baban bukti pembukuan, pencatatan,
certa melakukan penyitaan terhadap bahan bukh ersebut.

Meminta hantuan tensga abli dalam rangka pelaksanaan fugas penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Dacrah,

Menyuruh berlenti, melarang sescorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang herlangsung serla memeriksa identitas orang dan atau dokumert
vang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf'e

Mematret seseorang vang berkaitan dengan tindak piduna di bidang Retnbus:
Dacrah.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagsi tersangka
atau saksi,

Menghentikan penyidikan.

Melakukan tindakan fain vang perlu untuk helancaran penyidikan tindak pidana di
hidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.



jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO 11

(1) Pemyidik sebagaimany dimaksud ayal (1) membenilshukan dimuolainys penvidikan dan
menvampaikan hasil penvidikannya kepada Penomint Timom, seswn denpan korenman
yang diamr dalam Undang-undang Nomer & Tabun 1981 tentang Hubkum Acara Pidana.

1RAR XX
KETENTUAN PENUTLUE
Pagal Xt

Temgan horlakunya Peraturan Digerah int, maka perdfiman vane mensatur maler vane sama
atau bertetitanean domgan Peratuean Dasral ind dinyvatakan tidak berlako lag:

'asal 30
Pelaksanaan Peraturan Dacrah ini akan diatur denpan Fepumsan Eepala Dacrah,
5] Pagal 31
Peraturan Masrah i mulal berlaku pada tangeal dumdanghan

Amar supaya seliap orang dapat mengetahuinya memermishkan pengundangan Peratoran
Daeral ini dengan pencmpatannya dalam Lembaran Diserah Kota Mewo.

Trisalikinn di Metro
pada tanggal 24 Agusius 2000

VALIKOTA METROY,

MOZES HERMAN



